
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Rcpublik 
lndanesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkal II Keridari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Namar 
44, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republfk Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa k:ali terakhir Undang-Undang Nurnar l Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan 
pernerintahan dan peningkatan pelayanan kepada 
rnasyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Surat Gubemur Sulawesi Tengga.ra 
Nomor : 000.8.1.1/6027 tanggal 13 Oktober 2023, 
merekamendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pengelalaan Ruang Terbuka Pu.blik Kali Kadia 
Dinas Pariwisata dan Ekanami Kreatif Kata Kendari; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 a;yat (3) Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata 
Kendari, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kata; 

d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud 
.dalam dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturau Wali Kata tenlang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pclaksana Teknis Daerah 
Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kali Kadia pada Dinas 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kata Kcndari, 

WAL1 KOTAKENDARI, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

SUSU.NAN ORGANISASI DANTATA KERJA 
UNIT PELAKS/1.NA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN 

RUANG TERBlJKA PUBLlK KALI KADIA PADA DINAS PARIW!SATA DAN 
EKONOMI KREATIF KOT.I\. KENDARI 

TENTANG 

PERATURAN WALi KOT/\. KENDARl 

NOMOR 'i '1 TAHUN 2023 
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Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Kendari, 
2. Pcmerintah Dacrah adalah Wali Kota sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pernerintahan Dacrah memimpin 
pelaksanaan ur'usarr pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kota Kendari. 

Pasal 1 

BAB! 
KETENTIJAN UMUM 

PERATURAN WAL! KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TERNIS DAERA.H 
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK KALI KADJA PADA 
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREI\TIF' KOTA KENDARJ 

MEMUTUSKAN : 

clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pernerintah. Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana tclah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tcntang Pedoman Pembentukan dan Klasi:fikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor451); 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lernbaran Daerah Kota Kendari Talrun 2016 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kctiga Atas 
Peraruran Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 
Nomor 4); 

Menetapkan 



(1) UPTD adalab unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan tcknis penunjang tertentu. 

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UP1'D yang bcrada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 

(3) UPTD merupakan bagian, dari Perangkat Daerah. 

Pasa.14 

Ragian K.esatu 
Kedudukan 

BAB ill 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANTSASJ, 

TUGAS DAN FUNGST 

(1) UPI'D sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 2 
diklasifikasikan atas Kelas A. 

(2) Penentuan klaaifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Kelasifikasi 

Dengan Peraturan Wall Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan 
RTP Kali Kadia. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI 

3. Wali Kata adalah Wall Kota Kenda.ri. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari, 
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota 

Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kota Kendari; 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari. 
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya ditulis 

UPI'D adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu pada Dinas Daerah. 

9. Ruang Terbuka Publik yang selanjutnya ditulis RTP 
adalah ruang terbuka publik yang dimiliki dan dikelola 
oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan 
untuk kepentingan masyarakat secara umum. 

10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 
yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala 
UPfD Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Kali Kadia pada 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari. 

1 L -Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas bcrkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan terteniu. 



(I) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
ketatausabaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian 
dan barang milik daerah di lingkup UPI'D. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungai : 
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha: 
b. penyusunan rencana kegiatan UPTD; 
c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan; 
d. penatausahaan kepegawaian; 
e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; 
I, pengelolaan barang milik daerah pada UPTD; 
g. pelaksanaan kegiatan. kerumahtanggaan UPTD; 
h. pengelolaan data dan sistem informasi; 
i. penyusunan Iaporan pelaksanaan kinerja UPI'D ; 
j. pernantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja 

Sub Bagian Tata Usaha; 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, 
Kepala UP'I'D .menyelenggarakan Iungsi : 
a penyusunan rencana kerja UPTD; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional UPTD; 
c. pelaksanaan. koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis UPTD; 
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD; 
e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja 

UPfD; dan 
f. pelaksana.an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan 
fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

PasaJ 7 

Kepala uvro mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penuujang serta urusan 
pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas yang pada 
prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta lidak berkaitan 
langsung dcngan. pcrumusan dan penetapan kebijakan 
daerah, 

Pasal 6 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi 

(1) Susunan Organisasi UPTD tercliri atas : 
a. Kepala UJYJ'D; 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran 
Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 



Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari 
bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk rnemberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 14 

KepaJa Sub Bagian mengikuti dan mematuhi pctunjuk dan 
bertanggung jawab pada Kepala UP'l'D dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasa113 

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoorclinasikan bawahannya serta memberikan 
birnbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawaha.nn ya. 

Pasal 12 

Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan 
mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan bila terjadi 
penyimpangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 11 

Dalam rnelaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub 
Bagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi balk clalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

Pasal 10 

BABV 
TATA KERJA 

{l) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas UPTD. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah lenaga 
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kelornpok .Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 
Tenaga Fungsional yang clitunjuk. 

(4) Jumlah Tenaga FungsionaJ ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja, 

(5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSJONAL 

k. pelaksanaan tugas keclinasan lain yang clibcrikan olch 
atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas 
dan Iungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, \1 - 11- - 2023 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, \ 1, - I '2- - 2023 

Agar setiap orang mengetahu.inya, rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan Wall Kota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mula.i berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 16 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

[I] Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian dalam 
jabatan di lingkungan UPTD berpedornan pada ketentuan 
peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVa 
atau jabatan pengawas. 

(3) Kepala Sub 8agian pada UPTD merupakan struktural 
Eselon {Vb atau jabatan pengawas, 

Pasal 15 

BAB VI 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENT!AN DALAM JABATAN 



l 4 

KEPALA UPrD 

SUD OAGIAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK 
JA.BATAN FUNGSlONAL 

BAGAN STRUKTUR OJ<UANISASJ 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUANG TERBUKA 

PUBLtK KALI KADIA PADA DIN AS PARIWfSATA DAN EKONOMI KREATIF 
KOTA KENDARI 

LAMPfRAN 
PF:RATURAN WALI KOTA KENDARI 
NOMOR S°l.\ TAHUN 2023 
TENT ANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSi\NJ\ TEKNIS DAERAH 
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK 
KALI KADIA PADA DINAS PARlWlSATA DAN 
EKONOMI KREATIF KOTA KENDARJ 
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